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MENTERI KESEHATAN 
REPUBLII< INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: 690/Menkes/SKNIII/2009 

TENTANG 

PENETAPAN DEWAN KESEHATAN RAKYAT (DKR) SEBAGAI PENERIMA DANA 
BANTUAN SOSIAL UNTUK OPERASIONAL KEG.IATAN PENGEMBANGAN DESA 

SIAGA Dl 16 PROPINSIINDONESIA 

Menimbang 

Mengingat 

MENTER! KESEHAT AN REPUBLIK INDONESIA, 

: a. bahwa untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat 
dalam mendorong pembangunan kesehatan perlu diambil 
langkah-langkah kebijakan melalui pemberian bantuan sosial 
kepada berbagai organisasi kemasyarakatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Dewan Kesehatan Rakyat 
(DKR) sebagai penerima bantuan sosial dengan Keputusar, 
Menteri Kesehatan; 

1. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
(lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan 

. Lembaran Negara Nomor:3495); 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4400); · 

5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4920); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Tahun 2007 Nomor 82, Tamba·han Lembaran Negara Nomor 
4737); 



,_ 

Memperhatikan 

Menetapkan 

Kesatu 

Kedua 

Ketiga 
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7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan 
Presiden Nomor 72 Tahun 2004; 

8. Peraturan Pr:esiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fyngsi, · Susunan Organisasi dan Tatakerja 
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah 
diubah terakhir dE:mgan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 
2006; 

9. Peraturan Menteri Keuan.gan Republik Indonesia Nomoi· 
134/PMK/06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.06/2007 tentang 
Bagan Akun Standar; 

11 . Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
1575/menkes/Per/IX/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja 
Departemen Kesehatan; 

Permohonan dari Sekretaris Jenderal Dewan Kesehatan Rakyat 
Nomor: Suat-37/01/09 tanggal 5 Januari 2008 tentang Kerjasana · 
(Operasional) Dewan Kesehatan Rakyat dan Pengembangan Desa 
Siaga di 16 Propinsi; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
TENTANG PENETAPAN DEWAN KESEHATAN · RAKYAT (DKR) 
SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK 
OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA SIAGA Dl 16 
PROPINSIINDONESIA. 

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebesar Rp. 
800.000.000,00 (Delapan ratus Juta Rupiah) diserahkan kepada Tutut 
Herlina selaku Pengurus Nasionc:~l Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) 
melalui Bank BRI cabang o.tista Nomor Rekening: 034001038947503 
untuk operasional kegiatan Pengembangan Desa Siaga di 16 
Propinsi sebagaimana daftar terlampir. 

Penerima bantuan sosi.al dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas 
dan tanggung jawab: 

1. Membuat rencana anggaran biaya yang diperlukan 
2. Menerima dan mereaiisa.sikan anggaran 
3. Melakukan pembinaan atas kegiatan Poskesdes 
4. Melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan 
5. Melakukan pencatatari dan pelaporan terhadap realisasi kegiatan 

dan anggaran 
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6. Bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan · 
7. Bertanggung jawab a.tas perencanaan dan realisasi anggaran 

Penerima bantuan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu setelah 
selesai melaksanakan kegiatannya, wajib melaporkan hasil 
pelaksanaan kegiatan dan · rincian penggunaan dana dimaksud 
kepada Menteri Kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Dana Bantuan Sosial bagi penerima bantuan sebagaimana dimaksud. 
Diktum Kesatu bersumber dari Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran 
Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kesmas Tahun 
Anggaran 2009 Nomor: 0675.1/024-03.1/-/2009 Tanggal 7 Mei 
2009. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

~-.-:- fl !tetapkan di Jakarta 
/f:~ ·>l?ada tanggal 27 Agustus 2009 
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LAMP IRAN 
KEPUlUSAN MENTER! KESEHATAN Rl 
NOMOR : 690/Menkes/SKNIII/2009 
TANGGAL :27 Agustus 2009 

PENETAPAN DEWAN KESEHATAN RAKYAT(DKR) SEBAGAI PENERIMA DANA 
BANTUAN SOSIAL UNTUK OPERASIQNAL KEGIATAN P·ENGEMBANGAN DESA 

SIAGA 0116 PROPINSIINDONESIA. 

NO DEWAN KESEHATAN RAKYAT PROPlNSI ALOKASI DANA 

1 Nangro Aceh Darussalam Rp. 50.000.000,00 

2 Sumatera Utara Rp. 50.000.000,00 

3 Sumatera Selatan Rp. 50.000.000,00 

4 Jamb i Rp. 50.000.000,00 

5 Jakarta, Boger, Depok, Tanggerang, Bekasi Rp. 50.000,000,00 

6 Jawa Barat Rp. 50.000.000,00 

7 Jawa Tengah . Rp. 50.000.000,00 

8 Jawa Timur Rp: 50.000.000,00 

9 Kalimantan Selatan Rp. 50.000.000,00 

10 Nusa tenggara Barat Rp. 50.000.000,00 

11 Sulawesi Barat Rp. 50.000.000,00 

12 Sulawesi Selatan Rp. 50.000.000,00 

13 Dl Yogyakarta Rp. 50.000.000,00 

14 Nusa Tenggara Timur Rp. SO.OOO.OQO,OO 

15 Maluku Rp. 50.000.000,00 

16 Maluku Utara Rp. 50.000.000,00 

TOTAL . Rp. 800.000.000,00 
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